
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJU K TEKNIS PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

1Mengingat:

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan penguatan
administrasi kewajiban pembayaran Pqjak Kendaraan
Bermotor di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
973/03.558lPKB/Ill2023 tentang Petunjuk Teknis
Penanganan Piutang Pajal Kendaraan Bermotor;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan
dinamika peraturan perundang-undangan, Keputusan
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah tenta.ng Petunjuk Teknis

Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor;



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ter,tang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2023 tentang

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 153);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun

2023 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PETUNJUK TEKNIS PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Menetapkan:



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya

disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi

kewenangan Daerah.

4. Pajak Daerah yang selanj utnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

5. Pajak Kendaraan Bermotor .yang seladutnya disingkat PKB adalah Pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

6. Piutang Pajak Daerah yang selanjutn.ya disebut Piutang Pajak adalah pajak

yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda

atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat

sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

7. Pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pengakuan piutang

yang dilakukan pada saat masa pajak berakhir dan penerbitan surat ketetapan

pajak dilakukan secara Sistem lnforrnasi Manajemen.

8. Aplikasi Piutang PKB adalah aplikasi yang dapat menyajikan data piutang

PKB-

9. Door to door yang selanjutnya disingkat D2D adalah kegiatan untuk
melakukan pendataan dan/atau pemberitahuan kewajiban pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor dengan mendatangi alamat wajib pajak.

10. Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat vang selanjutnya disebut Gadis Pantura

adalah kegiatan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam rnemenuhi

kewajiban pembayaran PKB bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya

sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat di Daerah.

11. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang

selanjutnya disingkat SP-KPPKB adalah surat pemberitahuan tentang

kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

12. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah

unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional



dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

13. Pegawai adalah pegawai pada Badan.

14. Pihak Ketiga adalah pihak yang ditunjuk untuk membantu kegiatan D2D yang

dituangkan dalam surat perjanjian Kerjasama.

BAB II

BENTUK PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB

Pasal 2

Ruang Lingkup Pemberitahuan Kew4jiban Pembayaran PKB dalam petunjuk tekrris

ini meliputi:

a. D2D; dan

b. Gadis Pantura.

BAB III

D2D

Pasal 3

Pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB dilaksanakan melalui kegiatan D2D

dengan penyampaian SPKPPKB yang meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan dan pertanggungjawaban;

d. pelaporan; dan

e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

SPKPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicetak melalui aplikasi piutang

PKB,

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB melalui D2D

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengelola

Pendapatan Daerah ini.

BAB IV

GERAKAN DISIPLIN PAJAK UNTUK RAKYAT

Pasal 6

Gadis Pantura dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin dan kepatuhan

dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB bagi pegawai dan masyarakat di



lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten lKota dan instansi

terkait lainnya sekaligus menj adi teladan bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 7

Pedoman pelaksanaan Gadis Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal B

Dalam rangka optimalisasi pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB, Kepala

UPPD melaksanakan pengendalian melalui:

a. melakukan evaluasi kinerl'a D2D dan Gadis Pantura secara rutin paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. pengecekan ulang/verifikasi kelengkapan data dalam SP-KPPKB yang akan

dikirim ke Wajib Pajak ditunjukkan dengan otorisasi tanda tangan;

c. penekanan sasaran objek pajak dengan sasaran nilai objek pajak kendaraan

bermotor besar;

d. SF,I D2D yang logis sesuai dengan kondisi riil terkait pelaksanaan D2D;

e. untuk merealisasikan anggEral D2D sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

f. berorientasi pada pencairan piutang PKB;

g. pengawasan tanggung jau,ab atas pelaksanaan kegiatan D2D pihak ketiga untuk
tidak dikery'asamakan lagi ke pihak lain sehingga menimbulkan mata ran tai
yang panjang dan berdampak pada biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan;

h. koordinasi dengan Kepolisian Republik indonesia dan Dealer penjualan

kendaraan bermotor; dan

i. melakukan pengawasan atas kineda pihak ketiga dan potensi pengembalian

anggaran yang telah terealisasi apabila data dukung tidak memenuhi
persyaratan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku maka Keputusan Kepala Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

973 /O3.558|PKB /Il /2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Piutang Pajak

Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

KEP GELOLA PENDAPATAN
WA TENGAH,

NTOSO

BAPENDA
a
t

rF:



LAMPIRAN ]

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB

MELALUI D2D

I. PERENCANAAN

Perencanaan dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan D2D berbasis anggaran;

2. Menentukan jumlah objek yang akan dilakukan D2D setiap bulan;

3. Menentukan jumlah personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan D2D;

4. Memilih objek yang memiliki nilai piutang PKB relatif besar / jumlah
objek piutang PKB relatif banyak; dan

5. Membuat pe{anjian ke4'asama dengan pihak ketiga yang akan
dilibatkan dalam membantu kegiatan D2D.

II. PELAKSANAAN

A. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan D2D dilakukan dengan mendatangi wajib
pajak untuk dilakukan pendataan d,an f atau penyampaian
pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB;

2. Keglatan D2D sebagaimana dalam angka (1) diatas menggunakan
sarana pendukung yang bersumber dari aplikasi piutang PKB
berupa SP-KPPKB;

3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam angka (21 diatas,
dilaksanakan oleh Pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian
Ke{asama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Format 2.

4. Sasaran kegiatan D2D sebagaimana angka (2) diatas agar dipilih
untuk yang memiliki nilai piutang PKB relatif besar / jumlah objek
piutang PKB relatif banyak.

B. PERSYARATAN PIHAK KETIGA

1. Pihak Ketiga dapat terdiri atas:

a. Orang Perseorangan, dengan persyaratan :

1) Sehat Jasmani dan Rohani;

2) Memiliki kartu identitas kewarganegaraan Indonesia (Kartu
Tanda Penduduk);

3) Memahami wilaYah setemPat;



4) Memiliki kendaraan pribadi dan surat ijin mengemudi (SIM

c);

5) Memiliki sarana komunikasi yang menunjang;

6) Bukan pegawai ASN dan non ASN pada Badan.

b. l.embaga yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,
dengan persyaratan:

1) Dalam hal lcmbaga berbadan hukum:

a) memiliki akta pendirian kmbaga;

b) memiliki personil, sarana dan prasarana yang memadai;

c) NPWP tembaga;

2) Dalam hal l,embaga yang tidak berbadan hukum:

a) terdaftar di lnstansi yang berwenang dibuktikan dengan
Surat Keterangan;

b) memiliki personil, sarana dan prasarana yang memadai.

C. KEGIATAN DOOR TO DOOR

1. SP-KPPKB dicetak melalui Aplikasi Piutang PKB;

2. Objek sasaran dalam kegiatan D2D yang menggunakan SP-KPPKB
adalah data piutang yang tercatat dalam Aplikasi Piutang PKB;

3. Khusus pencetakan SP-KPPKB untuk objek piutang tahun berjalan
(objek piutang baru), paling cepat dapat dicetak untuk jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah tercatat sebagai piutang dalam Aplikasi
Piutang PKB;

4. Dilakukan pengecekan dan verifikasi Data PKB oleh pihak UPPD
dan pihak ketiga sebelum melakukan D2D;

5. Jangka waktu sebagaimana dalam angka (3) akan dievaluasi secara
berkala berdasarkan pertimbangan teknis;

6. Sasaran kegiatan D2D agar dipilih untuk wajib pqiak yang memiliki
nilai piutang PKB relatif besar / j umlah objek piutang relatif
banyak;

7. SP-KPPKB paling sedikit memuat :

a. Nomor registrasi / nomor polisi;

b. Nama wajib pajak;

c. Alamat wajib pajak;

d. Merk dan type objek pajak;

e. Tanggal jatuh tempo pajak;

f. Nomor rangka dan nomor mesin (tercantum di jurnal);

C. Nilai PKB;

h. Pilihan status objek pajak.

8. SP-KPPKB ditandatangani oleh Kepala UPPD / Kuasanya
(dituangkan dalam Surat Kuasa) dan disampaikan kepada wajib
pajak sesuai alamat yang tertera dalam dokumen;

9. Hasil pendataan dan/atau pemberitahuan kewajiban pembayaran
PKB dengan SP-KPPKB sesuai pilihan status, dilengkapi dengan
ketentuan:



a. Objek pajak dengan status dimiliki, dilengkapi data dukung
nomor telepon/WA wajib pajak/subjek pajak, salinan kartu
identitas dan/atau data dukung lain yang menjelaskan status
serta foto dengan geotagging;

b. Objek pajak dengan status ganti kepemilikan, dilengkapi data
dukung nomor telepon/WA dari wajib pajak/subjek pajak
dan/atau data dukung lain yang menjelaskan status dan Surat
Pernyataan wajib pajak/subjek pajak yang menjelaskan bahwa
kendaraan telah berpindah kepemilikan serta foto dengan
geotagging (Lampiran III Format 8);

c. Objek pajak dengan status rusak berat, dilengkapi data dukung
foto kendaraan bermotor atau surat keterangan yang
dikeluarkan bengkel atau surat pernyataan wajib pajak/subjek
pajak yang diketahui bengkel untuk menjelaskan bahwa
kendaraan tidak dapat diperbaiki dan dioperasikan lagi serta
foto dengan geotagging (l,ampiran III Format 9);

d. Objek pajak dengan status hilang, dilengkapi salinan laporan
kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan dari wajib
pajak/subjek pajak yang menjelaskan bahwa kendaraan telah
hilang, dan foto dengan geotagging (Lampiran III Format 10);

e. Objek pajak dengan status menutup usaha/pailit dengan
dilengkapi data dukung surat keterangan dari pengadilan serta
foto dengal geotagging:

f. Objek pajak dengan status dicabut registrasi oleh instansi
berwenang dengan dilengkapi data dukung surat keterangan
kepolisian serta foto dengan geotagging;

g. Objek pajak dengan status tidak diketahui kedudukan/alamat
terakhirnya karena beralih kepemilikan dan/atau sebab lain,
dilengkapi data dukung surat pernyataan dari/diketahui
perangkat setempat serta foto dengan geotagging (tampiran III
Format I 1).

lO.Nomor telepon / WA sebagaimana dalam angka (9) huruf (a) dan
huruf (b) diatas harus dilakukan validasi untuk memastikan
kebenarannya;

ll.Apabila kegiatan sebagaimana angka (9) tidak valid, maka lembar
SP-KPPKB tidak dapat dipertanggungiawabkan;

l2.Hasil kegiatan sebagaimana dalam angka (9) diatas diinput pada
Aplikasi Piutang PKB oleh UPPD;

13. Hasil pendataan dan/atau pemberitahuan kewajiban pembayaran
PKB dengan status dimiliki tetapi belum membayar, agar dilakukan
pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB melalui nomor telepon

/ WA yang diberikan wajib pajak oleh petugas Bapenda;

14.Hasil pendataan dan/atau pemberitahuan pembayaran kewajiban
pembayaran PKB dengan status selain dimiliki, tidak
diperkenankan untuk dilakukan pendataan dan/atau
pemberitahuan pembayaran kewajiban pembayaran PKB dengal
SP-KPPKB kembali.



III. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

B

PENATAUSAHAAN

1. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan D2D;

2. Pelaksanaan pengiriman SP-KPPKB yang dilakukan oleh pihak
ketiga, dituangkan dalam surat perjanjian ke{asama antara Kepala
UPPD dengan pihak ketiga;

3. Tanda bukti pengiriman SP-KPPKB dihimpun dan disimpan oleh
UPPD;

4. Kepala UPPD bertanggungjawab atas kebenaran dan/atau validitas
data hasil pengiriman SP-KPPKB;

5. Kepala UPPD melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan D2D setiap
bulan kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala
Bidang PKB dengan tembusan Kepala Bidang l,ahtabang serta
Kepala Bidang Valbin sesuai format sebagaimana daiam La.mpiran
III Format 3 sampai 7 bersamaan laporan kegiatan ke{a UPPD.

6. Laporan penatausahaan kegiatan D2D dilakukan oleh UPPD dengan
ketentuan :

a. disajikan per-user seliap bulan dan dikelompokkan sesuai
status;

b. untuk satu user yang digunakan oleh lebih dari satu petugas,
maka dilampirkan juga narna-narna petugas yang menggunakan
user tersebut;

c. dilengkapi data dukung -yang sudah ditentukan.

PEMBIAYAAN

A

1. Biaya kegiatan D2D dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) di masing-masing UPPD;

2. Biaya pengirimal SP-KPPKB menggunakan harga satuan uang
harian honorarium tenaga teknis / penyuluhan / pendampingan
Non PNS sebesar Rp10O.00O,- (seratus ribu rupiah) per orang per
hari untuk 10 (sepuluh) lembar SP-KPPKB per orang per hari.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungiawaban biaya pengiriman SP-KPPKB dilengkapi dokumen
sebagai berikut:

1- Surat Peq'anjian Kerjasama;
2. Surat Perintah Tugas;
3. Bukti Pengiriman SP-KPPKB yang sudah di tandatangani oleh wajib

pajak / subjek pajak / pihak lain yang berkompeten;
4. Bulrti Pembayaran (Bukti Pengeluaran Bendahara);
5. Kuitansi / Tanda Terima Pembayaran;
6. Rekap Penerima Pembayaran yang ditandatangani oleh seluruh

petugas (Lampiran III Format 7);

7. Jurnal SP-KPPKB Lampiran III Format 3);
B. Rekap Hasil SP-KPPKB Lampiran III Format 4).



IV. PELAPORAN

A. Pelaporan kegiatan pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB
disampaikan kepada Kepala BAPENDA cq. Kepala Bidang PKB setiap
bulan;

B. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disampaikan paling
Iambat minggu pertama pada bulan berikutnya dengan format
(terlampir) dalam bentuk soficopg;

C. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dikirimkan melalui
alamat e-mail (crbppdjateng@gmail.com)

V. PENGENDALIAN

Pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberitahuan kewajiban pembayaran
PKB dilakukan agar pelaksanaan beqialan efektif dan sesuai dengan target
sasaran. Kegiatan pengendalian meliputi:

A. Desk hasil kegiatan D2D yang dilaksanakan dengan UPPD paling
sedikit empat kali dalam satu tahun dengan uraian pekerjaan sebagai
berikut:

1. Pengecekan status dan kelengkapan data dukung terhadap hasil
kegiatan D2D dilaksanakan oleh Bidang PKB antara lain:

a. Objek dengan status dimiliki;

b. Objek dengan status ganti kepemilikan;

c. Objek dengan status rusak berat;

d. Objek dengan status hilang;

e. Objek dengan status menutup usaha/pailit;

f. Objek dengan status dicabut registrasinya; dan

g. Objek dengan status tidak diketahui kedudukan/alamat
terakhirnya karena beralih kepemilikan dan/atau sebab lain.

2. Pengecekan administrasi kegiatan D2D dilaksanakan oleh Bidang
Evaluasi dan Pembinaan antara lain:

a. Surat Pe{anjian Kerjasama;

b. Surat Perintah Tugas;

c. Jumlah bukti pengiriman SP-KPPKB yang sudah ditandatangani
oleh wajib pajak/subjek pajak atau pihak lain yang
berkompeten;

d. Bukti Pembayaran (Bukti Pengeluaran Bendahara);

e. Kuitansi/Tanda Terima Pembayaran; dan

f. Rekap Penerima Pembayaran yang ditandatangani oleh seluruh
petugas.

3. Pelaksanaan pengecekan administrasi kegiatan D2D oleh Bidang
Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 2
dapat dilaksanakan pada saat kegiatan evaluasi.

4. Memastikan ketersediaan data pada sistem Aplikasi Piutang oleh
Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan antara
lain:

a. Data piutang telah terinput pada sistem Aplikasi Piutang;

b. Rekap didukung dengan jurnal;



B. Monitoring kegiatan D2D meliputi:

1. Bidang t ahtabang melakukan controlling lerhadap:

a. Updating Realisasi Pembayaran Piutang PKB;

b. Updating Jatuh Tempo.

2. Bidang PKB melakukan pemantauan atas realisasi pembayaran
piutang PKB hasil D2D -vang dilakukan paling sedikit sekali dalam
satu bulan.

3. Bidang PKB melaporkan hasil monitoring kepada l(epala Badan
dengan tembusan Bidang Evaluasi dan Pembinaan.

C. Supervisi/ Pendampingan kegiatan pemberitahuan kewajiban
pembayaran PKB kepada UPPD dalam pelaksanaan kegiatan
pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB;

D. Validasi data piutang PKB.

1. Validasi Database Piutang PKB Tahun Lalu dilakukan secara berkala
oleh Bidang PKB dan Bidang Lahtabang meliputi :

a. Mengidentifikasi data obyek Piutang PKB tidak valid / tidak sair
registrasinya (tidak terdaftar di BPKB & STNK, sudah melakukan
proses mutasi keluar daerah, dan objek yang memiliki nomor
registrasi ganda), dilakukan oleh Bidang PKB & Bidang
t^ahtabang;

b. Validasi masa berlaku obyek piutang PKB yang jatuh tempo
PKB-nya tidak ter-update setelah melakukan pembayaran,
dilakukan oleh Bidang PKB & Bidang Lahtabang;

c. Melakukan penetapan / perhitungan ulang secara sistem
berdasarkan data hasil validasi yang sudah di-update
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas,
dilakukan oleh UPPD, Bidang PKB dan Bidang Lahtabang.

2. Validasi Database Piutang PKB Tahun Jalan, meliputi :

a. Validasi data obyek PKB hasil penetapan harian antara lain
namun tidak terbatas pada jenis dasar, jenis kendaraan, merk,
type, tahun buat, tahun rakit dan nomor rangka kendaraan
bermotor dilakukan oleh UPPD:

b. Va-lidasi data obyek PKB hasil penetapan harian dikarenakan
NJKB belum tersedia, dilakukan oleh Bidang PKB;

c. Melakukan penetapan / perhitungan ulang secara sistem
terhadap data update hasil validasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas (UPPD, Bidang PKB dan
Bidang Lahtabang).
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LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANC

PETUNJUK TEKNIS PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB

MELALUI KEGIATAN GERAKAN DISIPLIN PAJAK UNTUK RAKYAT

I. NAMA KEGIATAN

Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat Provinsi Jawa Tengah

II. DASAR PELAKSANAAN

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
973/OO1,7685/PKB/XII|2O2I tentang Disiplin Pegawai dalam Kepatuhan
PKB.

III. LATAR BELAKANG

A. Tidak tercapainya target penerimaan PKB dalam 4 (empat) tahun terakhir.

B. Masih tingginya angka piutang PKB.

C. Memberi contoh kepatuhan membayar pajak dari pegawai Pemerintah
Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

IV. TUJUAN KEGIATAN

A. Meningkatkan ketertiban OPD dalam menganggarkan dan memenuhi
kewajiban pembayaran PKB dinas/ operasionalnya.

B. Meningkatkan ketertiban pegawai dalam memenuhi kewajiban PKB.

C. Meningkattan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi
kewajiban pembayaran PKB.

D. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membangun
Jawa Tengah melalui pembayaran PKB.

E. Menurunkan nilai piutang PKB.

F. Meningkatkan Penerimaan Pqlak Daerah khususnya PKB.

V. SASARAN

Objek PKB milik Pemerintah dan milik pribadi yang digunakan oleh pegawai
dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta instansi terkait lainnya.



VI. WAKTU DAN TBMPAT

A. Pelaksanaan dilakukan setiap tahun.

B. Lokasi kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
serta instansi terkait lainnya.

VII. PELAKSANAKEGIATAN

Pelaksana kegiatan Gadis Pantura di Lingkungan Pemerintah Provin si dan
Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya, adalah personil dari:

A. Bapenda Provinsi Jawa Tengah;

B. Satua:r Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah atau Satpol
PP Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sefta dapat melibatkan OPD Lain;

C. Tim Samsat Siaga/ Layanan Samsat Keliling dari UPPD.

D. Jumlah personil yang terlibat paling banyak 12 (dua belas) orang.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ketua Tim menentukan OPD/lnstansi terkait lainnya sebagai objek
sasaran kegiatan;

B. Pada saat pelaksanaan kegiatan Ketua Tim bersama petugas dari Satpol
PP berkoordinasi dengan pimpinan OPD/lnstansi terkait lainnya;

C. Tim pendata kegiatan Gadis Pantura mendata seluruh kendaraan yang ada
di OPD sasaran menggunakan form yang disediakan serta aplikasi New
Sakpole untuk mengidentifikasi/mengecek keterlambatan PKB;

D. Pada saat melakukan pendataan apabila ditemukan objek tunggakan,
pendata langsung mengirimkan informasi kepada petugas administrasi
untuk kemudian dilakukan verifikasi database Wajib Pajak di aplikasi
yang ada di Lahtabang/supervisi guna diketahui identitasnva;

E. Hasil pendataan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
diinput dalam form lampiran Juknis Pelaksanaan Gadis Pantura;

F. Ketua tim melalui perwakilan instansi memanggil pegawai yang memiliki
tunggakan PKB untuk menyelesaikan tunggakan melalui sarnsat siaga /
Keliling yang tersedia;

G. Bagi Subjek PKB yang memiliki tunggakan tetapi tidak melunasi pada saat
kegiatan, dibuatkan surat pemyataan kesanggupan membayar ,yang
diketahui oleh Tim dan petugas terkait;

H. Seluruh hasil pendataan (form lampiran juknis lll) diinput dalam form
lampiran Juknis Pelaksanaan Gadis Pantura;

I. Rekap (lampiran Juknis V) dan laporan hasil kegiatan (lampiran III)
disampaikan kepada pimpinan OPD / unit kerja sasaran untuk
ditindaklanjuti;

J. Selain melakukan pengecekan lapangan terhadap fisik kendaraan
yang ada di OPD sasaran, tim juga dapat melakukan pengecekan secara
administratif terhadap STNK/SKKP kendaraan dinas dan STNK/SKKP
pribadi pegawai (berdasarkan kondisi yang ada);



K. Hasil Kegiatan agar dilaporkan kepada Kepala Bapenda secara periodik
setiap bulan.

IX. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PENATAUSAHAAN

l. Kepala Bidang PKB selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatal
Gadis Pantura di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

2. Kepala UPPD selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Gadis
Pantura di wilayah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

3. Penanggung jawab kegiatan menunjuk Ketua Tim pelaksana kegiatan.

4. Ketua Tim selanjutnya membentuk anggota -yang terdiri dari: pendata
(lapangan, administrasi, verifikasi) dan petugas pembayaran (Samsat
Siaga/ Samsat Keliling).

5. Pelaksarraan kegiatan Gadis Pantura berdasarkan Surat perintah
Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan/atau Kepala UppD.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungiawaban kegiatan Gadis Pantura dilengkapi dokumen sebagai
berikut:

1. Surat Perintah Tugas

2. Nota Dinas Laporan Kegiatan dilampiri Hasil pendataan Objek pKB
(t ampiran III Format l3)

3. Dokumentasi Kegiatan

X. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Gadis Pantura dianggarkan pada DpA masing-masing UppD
sesuai peraturan perundang-undangan.

XI. PELAPORAN

A. Pelaporan kegiatan Cadis Pantura disampaikan kepada Kepala BAPENDA
cq. Kepala Bidang PKB;

B. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disampaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerl'a setelah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk
softcopy melalui alamat e-mail (crbppdjateng@gmail.com) dengan
melampirkan:

1. Surat Pernyataan Belum Lunas PKB (Lampiran III Format 12);

2. Berita Acara Laporan Hasil Verifikasi Objek pKB (Lampiran III Format
13);

3. Rekapitulasi Objek Tunggakan PKB (t ampiran III Format 14);

4. Rekapitulasi Objek PKB Terdata (Lampiran III Format 15).



xtt PENGENDALIAN

Pengendalian pelaksanaan kegiatan Gadis pantura dilakukan agar
pelaksanaan beqjalan efektif dan sesuai dengan target sasaran. Kegiatan
pengendalian meliputi

1. Kepala UPPD melakukan pemantauan progres pembayaran terhadap wajib
pajak yang memiliki Surat Pernyataan Belum Lunas pKB (Lampiran III
Format 13)

2. Progres sebagaimana angka (1) di atas dilaporkan secara rutin tiap bulan
kepada Kepala Badan cq Kepala Bidang PKB.

3. Kepala Bidang PKB melakukan rekapitulasi hasil pengendalian dari uppD
untuk dilaporkan ke Kepala Badan.

KEPALA BAD LA PtrNDAPATAN DAERAH
TENGAH.
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Nomor Polisi
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
- Desa/l(elurahan
- Kecamatan
MeddModel
Tvpe
Tahun Bual / CC
Plar Dasar
Wama Kendaraan

Nomor Polisi
Nama Pemilik
Alamal Pemilik
No Telepon Rumah/HPlKantor
Jumlah Pembayaran
Tanggal Penerbilan

WAJIB PAJAK / KUASA

Catatan

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

Tgl Jaluh Tempo
Jumlah PKB Pokok
Jumlah Denda PKB
Jumlah SWDKLLJ Pokok
Jumlah Denda SWDKLLJ
PNBP STNK
PNBP TNKB
Jumlah Pembayaran

FORMAT DAN FORMULIR

1. Format 1 (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PKB)

Alamat:

SURAT PEMAERITAHUAN KEWAJIAAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BER'$OTOR

No.-.... ..

Keterangan:
1 . Jumlah lersebut di atas adalah kohdisi saat SpKppKB dicetak.
2. Abaakan Surat inijika sudah dilakukan pembayaran.

KEPALA UPPD KABUPATEN

NIP

- - - -- Pcton|dirini -
TANOA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERIIIOTOR

STATUS KENDARMN
1. Dimiliki, sanggup byrtgt ....... ....
2. Ganti Kepemilikan
3. Rusak Berat
4. Hilang
5. Menutup usaha / pailit
6. Dicabut Registrasinya
7. Tdk diket kedudukan / alamat karena

beralih kepemilikan dan/atau sebab tain

PETUGAS

Dicetak oleh TP KPPKB Kabupaten/Kota (Tanggal) (Pukul)

No.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAOAN PENGELOLA PENDAPATAN OAERAH

UPPO KABUPATEN



2. Format 2 (Surat Peqjanjian Ke4ia Sama)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

UPPD KABUPATEN/KOTA
Jalan ... ... , .. ........... Kode Pos ........

Telp Faks. . ..

.- EmailWebsite : . .. ... .

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR

TENTANG

PEMBERITAH UAN KEWAJ I BAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(SPKPPKB) MELALUI KEGIATAN D2D

DI WILAYAH

Pada hari............... tanggal..

bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala UPPD Selaku Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan

Daerah (UPPD)

berkedudukan

..., dalam hal ini bertindak untuk dan

2. (Nama)

atas nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK

KESATU;

Selaku ........... ... yang berkedudukan

dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama .....

PIHAK KEDUA;

selanjutnya disebut

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian

Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah yang berada di , membutuhkan jasa penyampaian

Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPPKB)

kepada wajib pajak sesuai dengan kapasitas dan kriteria;

. bulan. . tahun. . . . yang

berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor :



b. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada akan

menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional guna optimalisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah PIHAK KESATU;

c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam

menjalankan kewajiban masing-masing untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 fahun 2023 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 153);

2. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

..... Tanggal ...... 2024 Tentang petunjuk Teknis

Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah setuju dan sepakat untuk

menandatangani perjanjian kerja sama tentang Penyampaian surat pemberitahuan

Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SpKppKB) di Wilayah . ....... dengan

ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL I

(1) Maksud Perjanjian Kerja sama Ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK

dalam Kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban pembayaran pajak

Kendaraan Bermotor (SPKPPKB) kepada wa.iib Pajak dalam rangka optimalisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adatah:

Mengoptimalisasikan kegiatan pelaksanaan penanganan tunggakan guna

menurunkan angka tunggakan kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah

khususnya di Wilayah . . .. . ;

b. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan guna peningkatan pendapatan

daerah di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

a



BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

(1) Oblek Perjanlian Kerja Sama ini adalah Kegiatan pengiriman Surat Pemberitahuan

Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPPKB) kepada Wajib Pajak

yang menunggak pajak kendaraan bermotor

(2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Melakukan kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPPKB) dengan ......... di Wilayah

. dengan melakukan kunjungan ke masyarakat di (tUmtah) Kecamatan.

b. Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor kepada Wajib Pajak.

c. Melakukan Pendataan Status Kendaraan yang ada di Wilayah ...... guna

mendukung update data samsat online.

BAB III

PELAKSANAAN

PASAL 3

(1) PARA PIHAK menjalin komunikasi secara efektif dan intensif untuk melaksanakan

kegiatan kerjasama dan evaluasi pelaporan setiap akhir bulan;

(2) Pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun

oleh PIHAK KESATU dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... ...... Tanggal

.. . .. 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberitahuan Kewajiban

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. ;

(3) PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi implementasi rencana kerja kegiatan setiap

bulan dengan batas waktu yang ditentukan sesual kesepakatan PARA PIHAK.

(1) Hak PIHAK KESATU

a. Mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dari PIHAK KEDUA guna

mendukung pelaksanaan program kegiatan yang dikerjasamakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4



b. Memberi saran dan masukan guna peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh

.. sesuai kebutuhan PIHAK KESATU;

c. Melakukan seleksi dan rekruitmen pelaksana teknis lapangan yang akan

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kompetensi dan standar kebutuhan

dari PIHAK KESATU;

d. Memperoleh laporan hasil pengiriman SPKPPKB beserta data dukung yang telah

ditentukan yang bersifat valid dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

a. Memberikan pembekalan dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan

pengiriman SPKPPKB kepada PIHAK KEDUA;

b. Menerbitkan dokumen SPKPPKB kepada pIHAK KEDUA sebagai dokumen

pelaksanaan kegiatan.

c. Melakukan Evaluasi hasil kegiatan pengiriman SPKPPKB setiap akhir bulan kepada

PIHAK KEDUA.

d. Memberikan pembiayaan kegiatan pengiriman SpKppKB kepada pihak Kedua

dengan ketentuan pembayaran sebesar yang sudah disepakati bersama oleh para

pihak.

(3) Hak PIHAK KEDUA

a. Memperoleh Pembekalan dan Pendampingan dalam melaksanakan kegiatan
pengiriman SPKPPKB dari PIHAK KESATU.

b. Menerima SPKPPKB sebagai dokumen pelaksana kegiatan dari pIHAK KESATU.

c. Menerima Evaluasi hasil kegiatan setiap akhir bulannya dari pIHAK KESATU.

d. Menerima pembiayaan kegiatan pengiriman SPKPPKB DARI ptHAK KESATU

dengan ketentuan pembayaran sebesar yang sudah disepakati bersama oleh para

pihak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Menyediakan Personil Koordinator Kecamatan guna pelaksana teknis dilapangan,

termasuk memfasilitasi seleksi dan rekruitmen sesuai dengan kompetensi standar

kebutuhan dan menerbitkan Surat Tugas penugasan Personil Koordinator

Kecamatan guna kebutuhan pihak PIHAK KESATU ;

b. Menyampaikan Hasil kegiatan penyampaian SPKPPKB kepada wajib pajak dengan

melampirkan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

PIHAK KESATU;

c. Mensosialisasikan tentang kewajiban membayar pajak, agar kesadaran membayar

pajak bisa lebih ditingkatkan;

d. Melaksanakan pengiriman SPKPPKB dengan ketentuan yang telah disepakati



Biaya

a.

b.

c.

dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan dengan waktu yang

telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.

pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dibebankan pada.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) fA. 2024 provinsi Jawa Tengah yang

dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) perubahan Unit

Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) . ....... .

Ketentuan pembiayaan kepada pihak ketiga menggunakan harga satuan uang harian

honorarium tenaga teknis/penyuluhan/pendampingan Non-pNS.

Nilai besaran harga satuan honorarium ditentukan sebesar Rp. 1o0.ooo,- per orang
per hari untuk 10 lembar SPKPPKB per orang per hari.

BAB VI

KERAHASIAAN

PASAL 6

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga informasi rahasia dan tidak akan menggunakan
informasi rahasia untuk tujuan lain selain pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, atau
memberikan kepada pihak lain, lembaga lain, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis
lebih dahulu dari PIHAK KESATU.

BAB VII

JANGKA WAKTU

PASAL 7

(1 ) Perjanlian Ker.ia sama irri berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian terhitung
sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

PEMBATALAN PERJANJIAN

PASAL 8

(1) PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak perjanjian Kerjasama ini apabita
PIHAK KEDUA tidak melaksanakan segala kesepakatan dalam perjanlian.

(2) Dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KESATU tidak memberikan ganti rugi kepada pIHAK KEDUA.

BAB V

PEMBIAYAAN

PASAL 5



BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan

diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) tidak

tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK atau salah satu pihak mengajukan
penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat.

(3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB X

KEADAAN KAHAR

PASAL 1O

('1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan
PARA PIHAK seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah tongsor, angin topan,
kebakaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan di bidang moneter dan peraturan
perundang-undangan yang

Kerjasama ini.

dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar pIHAK KESATU tidak ikut serta menanggung kerugian

BAB XI

ADDENDUM

Pasal 11

(1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau
diperlukan perubahan syaralsyarat dalam Perjanjian Sewa, akan diatur lebih lanjut
secara musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini.

(2) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan
atau kebijakan pemerintah atau keputusan Badan Peradilan atau karena alasan apapun
salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Pasal Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan
lidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, pARA pIHAK sepakal untuk
menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat
dilaksanakan sesuai aspek tujuan sebagaimana daram dokumen perjanjian sewa ini.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen yang terkait rangsung dengan perjanjian
kerjasama ini merupakan salah satu KESATUan yang tidak terpisahkan.



BAB XII

PENUTUP

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,

bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas

bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KEPALA UPPD .,.,,,,,,,,, --

NIP



3. Format 3 (Jurnal Hasil Rekam SP-KPPKB)

JURNAT HASIL REXAM SP-I(PPKB

UPPD.,..,

BULAN

UPPD

Pf]UGAs
jUMIAH RODA

1

2

3

5

dst..

,-,,-,',.,.,,,.,,,,,.-,',,.,, 20,-,

NAMA.,.,.
NiP..,.

No.POUSt TGI. JI. P(A POKO|( PXa NO. RANGXA NO- MEgN
CEIAX stATus

1 2t 1 10 11 12
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-------f-----
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,UMLAH



4. Format 4 (Rekapitulasi Hasil Rekam SP-KPPKB)

REXAPITUIASI HASIT REI(AM SP.KPPKB

uPPD.,......,.

JUMLAH RODA

1

3

5

.,,.,.,,,.,,.,..,,.,,.,.,.,., 20.,,

!!!!a-

OUUAI.
M.nhra.l dudr i u.nrt p *"tr. /
t rp. { lyrL pdn

pt(B o6Y
I ? 5 , t5 15 t 19--_+- ----*2



5. Format 5 (Jurnal Hasil Pembayaran SP-KPPKB)

JURNAL HASIL PEMBAYARAN SP.KPPKB

UPPD.....

PETI'6AS

.-,,.,,.,, --'.'-..-...',,'..,' 20...

!8I'A*

2

3

5

o.POLlSl I ihHp rn. srv^n IE S
POXOI( P(A

"o 
*"o"],o* , *r* TGL.TATU+I

1 2 I 5 5i7 89 10 11 a)13
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6. Format 6 (Rekapitulasi Hasil Pembayaran SP-KPPKB)

REKAPITUTASI HASIL PEMBAYARAN SP.KPPKB

uPPO,,.,.-...

PETUGAS

2

5

'''.'','','','..,...'..,,,,-, 2o'--

rt!44.:

SIATT]S

prillt

I 2 a5 a 9 10 1t Ljt ,3 1E L7 la 19 20

t r- ---#----+-----



7. Format 7 (Rekapitulasi Tanda Terima Pembayaran Kegiatan D2D)

UPPO -.....................................
REI(APITUI.ASI TAiIDA TERIMA PEMBAYARAN XEGIATAN DOOR TO DOOR

PltlAl( KETIGA :...........................
BULAN: -...........

1

2

3

4
5

dst..

2....................

4............._....._

dst.................

5..................

Mengetahui

XEPALA UPPD.,,...,.

Bendahara Pengeluaran Pembantu

NAMA...................................
NtP.............................-........

NAMA..............,....,...............

NtP.................._...............,.,.

NO. NAMA
IUMLAH

HARI

IUMLAH i BIAYA PER HARI

oerrr i tRD.t

JUMLAH YANG
TANDA TANGAN

DITERIMA

51 2 3 4 5
l
l 1....................

I



B. Format B (Surat Pernyataan Ganti Kepemilikan)

URAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Alamat

Menerangkan bahwa Kendaraan :

Nomor Polisi :

Adalah benar telah berganti kepemilikan

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Membuat Pern-vataan



9. Format 9 (Surat Keterangan Bengkel)

SU KETERANGAN BENGKEL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nama Bengkel

Alamat Bengkel

Menerangkan bahwa Kendaraan :

Nomor Polisi :

Merk/Type :

Adalah benar telah Rusak Berat dan tidak dapat diperbaiki / dioperasikan
kembali

Demikian surat keterangan di buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

NB : Diketahui Bengkel



10. Format 10 (Surat Pernyataan Kehilangan)

Dengan adanya Kegiata, Door To Door, yarrg bertanda tanga, di bawah ini :

Nama

Alamat

Nomor Telp/HP

Nomor Polisi

Merk/Type

Tanggal Jatuh Tempo

Sehubungan dengan hal tersebut sava menerangkan bahwa Kendaraan
Bermotor dimaksud benar-benar telah hilang sejak

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Membuat Pernyataan
Wajib Pajak

SURAT PERNYATAAN KEHILANG|AN



11. Formulir 11 (Surat Keterangan Pindah Alamat)

SURAT KETERANGAN

Yang bertarrda tangarr di bawah ini ;

Nama

Alamat

Jabatan

Menerangkan bahwa warga :

Nama :

Alamat :

Tidak berdomisili di alamat dimaksud dan / atau pindah alamat.

Demikian surat keterangan di buat untuk dipergunakan sebagaimana

meslinya.

Yang Membuat Pern.yataan

NB : Diketahui Perangkat Seternpat



12. Format 12 (Surat Pernyataan Belum Lunas PKB)

ST'RAT PERIYYATAAN
(GERAKAN DISIPLIN PAJAK UNTUK RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH)

Sebagaimana tertuang
947 3 / OO 1 7 685 / PKB l Xil / 2021
TanggaI............. 8u1an...........

Nama :

NIP /NIK :

Jabatan :

dalam Surat Sekretaris Daerah nomor
tentang disiplin pegawai, Pada hari ini . . .. .. . . ... ....

Tahun 2O23 1'ang bertanda tangan di bar,r,ah ini

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai
kendaraan bermotor dengan identitas sbb :

Nomor Polisi :

Nama & Alamat :

Merk/Typel:
Tahun
Jatuh Tempo PKB :

PKB terutang :

pemilik lyang menguasal

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

2. Peraturan Daerah Frovinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2O1l tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratur€rn Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Pajak Daeralr Provinsi Jawa
Tengah

3. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Yang berdasarkan penelitian lapangan dan pengecekan administrasi oleh Tim

Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat Provinsi Jawa Tengah telah menungggak
PKB nya sejak . ... ..... . . .

Atas hasil penelitian dan pengecekan oleh Tim tersebut diatas, saya
menyatakan bersedia dan sanggup melakukan pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dan kewajiban lainnya sebagaimana ketentuan dalam waktu I (satu)
minggu sejak dibuatnya pernyataan ini.

Demikian surat pemyaraan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa
paksaan dari siapapun.

Yang Menyatakan :

Tim Pelaksana Kegiatan Gadis Pantura :

1. Bapenda Prov.

Jateng.... .. .. . .



4. BKD Prov. Jateng

2. Satpol PP Prov

Jateng..........

3. Inspektorat Prov. Jateng



13. Format 13 (Berita Acara l,aporan Hasil Verifikasi Objek PKB]

BERITA ACARA
LAPO RAN HASIL VERIFIKASI OBYEK PKB

GERAKAN DISIPLIN PAJAK UNTUK RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah tanggal 21 Desember

2O21 nomor 9873/OOl7685lPKBlXll/2021, Pada hari ini.............. Tanggal......

8u1an............ Tahun 2023 dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:
1. Verifikasi dan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan pada

oPD..........

2. Kendaraan bermotor yang dilakukan verifikasi Pqiak Kendaraan Bermotor (PKB)

dengan trasil sebagai berikut:

a. Jumlah obyek PKB yang di verifikasi :.........kendaraan bermotor

b. Jumlah obyek PKB yang belum lunas Pajak:.........kendaraan bermotor dengan
jumlah PKB sebesar Rp.......................

3. Data obyek pajak hasil verifikasi yang termuat dalam angka 2 (dua) terlampir.

4. Mendasarkan pada hasil verifikasi dan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor,
wajib pajak yang belum lunas pajak kendaraan bermotornya bersedia dan

sarrggup melakukan pernbayaran Pajak Kendaraan Berrnotor darr denda yang

ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

maksimal 1 (satu) minggu sejak dilakukan verifikasi PKB.

5. Kepala OPD/pejabat yang mewakili agar memberikan pembinaan bagi pegawai

yang belum lunas Pajak Kendaraan Bermotornya.

Demikian laporan kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

2024

Kepala OPD / Pejabat yang Mewakili Ketua Tim Pelaksana

Gerakan Disiplin Pajak Untuk
Rakyat

NIP
NIP

KOP BAPENDA / UPPD



14. Format 14 (Rekapitulasi Objek Tunggakan PKB)

REKAPITUI,ASI OBJEX TUNGGAKAN PKB

INSTANSI

Kab.

KetuaTim Pelaksaoaan

Gerakan Oisiplin Pajak Untuk Rakyat

ProvinsiJawa Tengah

srArus BAYAR (Vl
NO iioPoL NtP /NO. HP

5UDAH EEtUM

,ATUHTEMPO

PXB
Pl(B{Rp)

TOTAI TA6IHA't

{Rpl
XET,

t 2 3 5 6 1 t 9 10

I
2

3

5

o 0

Nama Lengkap

NlP



15. Format 15 (Rekapitulasi Objek pKB Terdata)

RE(APITULASI O&IEK P(B TERDATA
LNSTANSI

KEPALA BAD

Ketua'l'im Pe,aks.naan
Ge.akan Disiplin Pajak Untuk REkyat

ProvinsiJawa Tengah

! eE!!e rlE!?p

NDAPATAN DAERAH
NCAH,

SO

STATUS BAYARNO NOPOT NIP/NO. HP
SUDAti BELUM

,ATUH TEMPO

PXE
PKB (&) TOfAT TAG IIIAN (ET.
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